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Mendapatkan Perlindungan Hukum

Mudah Menjalin Kerjasama

Pengembangan Usaha

Memudahkan ekspansi ke luar negeri. 

Memudahkan Mendaftarkan Hak Cipta

MENGAPA LEGALITAS USAHA ITU PENTING ?



KARAKTERISTIK BADAN USAHA



DASAR HUKUM 

PT. PERSEROAN CV PT. PERORANGAN

Membutuhkan Notaris
Dalam Pembentukan

Membutuhkan Notaris
Dalam Pembentukan

Tanpa Notaris

PT. PERSEROAN CV PT. PERORANGAN

UU No 40 Th. 2007 Kitab UU hukum dagang UU 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja

CARA PENDIRIAN



HARTA BADAN

PT. PERSEROAN CV PT. PERORANGAN

25% Total Modal Dasar Tidak ada minimum batas
penyetoran

Tidak ada minimum batas
Penyetoran (90 hari)

PT. PERSEROAN CV PT. PERORANGAN

Terdapat pemisahan harta PT
dengan harta pribadi

Tidak ada pemisahan harta CV
dengan harta pribadi

Terdapat pemisahan harta PT
dengan harta pribadi

MINIMUM MODAL DISETOR KE REKENING



KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PT. PERSEROAN

Dapat mengikuti
Tender / Lelang

Gerak KBLI lebih
leluasa

Bila bangkrut
hanya harta PT 
yang hilang

Kekurangan : 
terdapat modal 
minim disetor

Pembentukan
minimal 2 orang

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PT. PERORANGAN

Dapat didirikan
oleh satu orang

Tidak ada jumlah
minimum disetor

Masih kesulitan
membuka reke-
ning bank

Belum diketahui
bias dan tidaknya
ikut tender

Modal kecil (IUMK) 
hanya sedikit
pilihan KBLI

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN CV

Didirikan minimal 
oleh dua orang

Tidak ada jumlah
minimum penye-
toran modal

Tidak kesulitan
membuka reke-
ning bank

Bisa mengikuti
tender

Modal kecil (IUMK) 
hanya sedikit
pilihan KBLI



Yang didapat jika membuat PT. PERORANGAN
Sertifikat
Pendirian

Sertifikat
Pernyataan

NPWP NIB Sertifikat
Standar

Yang didapat jika membuat PT. PERSEROAN

Akta Pendiirian AHU NPWP NIB Sertifikat
Standar

Yang didapat jika membuat CV

Akta Pendiirian AHU NPWP NIB Sertifikat
Standar







- Risiko Rendah: NIB

- Risiko Menengah Rendah: NIB + SS

- Risiko Menengah Tinggi: NIB + SS

- Risiko Tinggi: NIB + Izin -> SS

Produk Perizinan Berusaha

Yang awalnya Izin Usaha. Izin Komersial/Operasional menjadi : 

NIB terbit secara otomatis berlaku sebagai identitas dan legalitas
berusaha untuk UMK dengan risiko rendah



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) 

adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau

produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau

komersial.

Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, 

Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, 

Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat

Keterangan.

PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku

hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, 

Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor.

Perizinan Berusaha UMKU







PP 5/2021

Perzinan Berusaha
Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko 
adalah Perizinan 
Berusaha 
berdasarkan tingkat  
Risiko kegiatan 
usaha.

adalah legalitas yang Sistem OSS adalah Pelaku Usaha
diberikan kepada sistem elektronik adalah orang

terintegrasi untuk perseorangan atauPelaku Usaha untuk
memulai dan penyelenggaraan badan usaha yang
menjalankan usaha Perizinan Berusaha melakukan usaha
dan/atau Berbasis Risiko. dan/atau kegiatan.
kegiatannya.
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PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

“ONE”

PORTAL

“Sistem OSS”

www.oss.go.id

“NIB”
Merupakan:

Bukti registrasi/pendaftaran 
kegiatan usaha;

Angka Pengenal Importir; 

Hak Akses Kepabeanan; 

Pendaftaran Peserta BPJS;

Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan 
(WLKP) tahap I;

(Pasal 176 PP 5/2021)

“ONE”
IDENTITAS

“N I B”
(Nomor Induk Berusaha) 

Wajib di miliki setiap 
pelaku usaha

Reformasi 
Perzinan Berusaha

BERBASIS IZIN
MENJADI

BERBASIS RESIKO

http://www.oss.go.id/


Perizinan Berusaha (Berbasis Risiko)



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha  (PB-UMKU)

• Seluruh Sektor

• Tahap Operasional/Komersial

• Jenis-jenis PB UMKU sesuai lampiran 
PP 5/2021 Tabel B

PB UMKU adalah 
legalitas yang diberikan 
kepada Pelaku Usaha 

untuk menunjang 
kegiatan usaha



Skala Usaha – UMK

Usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik perseorangan maupun badan usaha,

MIKRO

Sebelum UU CK:
< Rp 50 juta

< Rp 1 Miliar

KECIL

Sebelum UU CK:
> Rp 50 juta < 500 juta

> Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar



Skala Usaha – Non UMK

MENENGAH

Badan usaha milik PMA atau
PMDN
dengan modal usaha
lebih dari Rp10 miliar

tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha.

BESAR KANTOR PERWAKILAN

Usaha milik WNI, 
perseorangan maupun badan 
usaha,
dengan modal usaha 
lebih dari Rp5 miliar s/d 
paling banyak Rp10 miliar

tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha.

BULN

Orang perseorangan warga 
negara Indonesia atau asing, 
atau badan usaha yang 
merupakan perwakilan 
pelaku usaha dari luar negeri 
dengan persetujuan 
pendirian kantor di wilayah 
Indonesia.

Badan usaha asing yang 
didirikan di luar wilayah 
Indonesia dan melakukan 
usaha dan/atau kegiatan 
pada bidang tertentu.



Kriteria UMKM berdasarkan Modal

Kriteria  

Usaha

Sebelum  

UU CK

Setelah  

UU CK

Mikro < Rp 50 Juta < Rp 1 Miliar

Kecil Rp 50 – 500 Juta Rp 1 – 5 Miliar

Menengah Rp 500 Juta – 10 

Miliar

Rp 5 – 10 Miliar

Besar > Rp 10 Miliar > Rp 10 Miliar

Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat & 

Daerah bagi UMKM

Kemudahan  

Legalitas

Kemudahan  

Produksi dan 

Pembiayaan

Kemudahan  

Pemasaran  

dan Pasca 

Produksi

• Pendirian Perseroan Perseorangan bagi 

UMK

• NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK 

(Risiko Rendah: NIB sebagai identitas, 

legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)

• Pembinaan pemenuhan standar produk 

dan sertifikat halal oleh Pemerintah
• Pembebasan biaya perizinan bagi UMK
• Kemudahan pembiayaan dan

permodalan;

• Kemudahan penyediaan bahan baku dan 

proses produksi;

• Peningkatan kualitas SDM UMK

• Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat

perbelanjaan, maupun infrastruktur publik

bagi UMK

• Alokasi minimal 40% pengadaan 

barang/jasa pemerintah untuk produk 

UMK.

*Untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM

Fokus BKPM dalam Peningkatan Daya Saing K-UMKM:

Perizinan Berusaha dan Insentif bagi K-UMKM

Kemitraan K-UMKM:

• Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres 

10/2021)

• Kemitraan dengan Usaha Besar yang  

memperoleh insentif

PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM





Kendaraan : Badan hukum (PT, CV, Koperasi dll) dibuat di notaris dan terdaftar di 
kemenkumham

Kendaraan blm bs jln karna blm ada surat2nya berupa BPKB : Bikin NIB, SS adalah
BPKBnya : Bayar BPKB = NPWP

Agar bias mengaspal diperlukan SIM : PIRT, BPOM, Sertifikat Halal

Jika sdh punya kendaraan, BPKB, SIM  punya perlindungan produk baik paten haki
hak cipta dll maka kita bis terbang melesat (waralaba, outlet dll)

Jgn sampai kita tdk siap dengan perbelakan diatas tp sdh dilesatkan. (Contoh : 
SENGKETA MEREK antara Geprek Bensu dan I’am Geprek Bensu)

BOLEH NGGAK? TANPA LEGALITAS KITA MELAKUKAN USAHA ?  Jwb : Bpleh nggak mtr tdk ada stnk dan tdk ada sim kita kendarai? Banyak yg berkendara
walau tanpa surat2 Tapi saat berpapasan dengan hukum maka Negara tdk bs berbuat apa2 krn menurut hkm belum layak





Sederhana 10 Th

HAK CIPTA PATEN MEREK DESAIN INDUSTRI

PERBEDAAN HAK CIPTA, PATEN, MEREK DAN DESAIN INDUSTRI















Rebutan merek dagang terjadi antara Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan

I Am Geprek Bensu milik Benny Sujono. Nama 'Bensu' menjadi sengketa hingga ke

pengadilan. Masing-masing pihak mengklaim bahwa nama 'Bensu' merujuk pada pemilik
yaitu, Ruben Onsu dan Benny Sujono.

Sengketa merek







Erigo adalah merek asal Indonesia yang bergerak

dalam bidang pakaian. Mereka menjual mulai dari

kaos, celana, sampai jaket. 

Brand lokal yang didirikan pada 2011 itu

mengalami lika-liku sebelum sampai ke Amerika

Serikat. Pada sekitar 2010-2011, Sadad pertama

kali merintis gudang dagang baju di sebuah studio 

kamar di apartemen Margonda Residence, Depok, 

Jawa Barat.

Penjualan brand lokal tersebut terus merangkak

naik. Pada 2015, mampu mencapai omzet hingga

Rp 22 miliar




